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Pembangunan nasional merupakan rangkaian
upaya pembangunan yang berkesinambungan
yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara untuk melaksanakan tu-
gas mewujudkan tujuan nasional yang termak-
tub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, yaitu melindungi bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejah-
teraan umum, mencerdaskan kehidupan bang-
sa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia ber-
tumpu pada konsepsi yang saling mengimba-
ngi, yaitu Trilogi Pembangunan. Pertumbuban
ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mengge-
rakkan dan memacu di bidang-bidang lain se-
kaligus sebagai kekuatan utama pembangunan
untuk mewujudkan pemerataan pembangunan
dan hasil-hasilnya dengan lebih memberi pe-
ran kepada rakyat untuk berperanserta aktit
dalam pembangunan. Upaya pertumbuhan dan
pemerataan harus dijiwai semangat kekeluar-
gaan dan didukung oleh stabilitas nasional
yang mantap dan dinamis, melalui pembangu-
nan yang berkelanjutan dengan memperhati-
kan kelestarian fungsi lingkungan hidup (Ga-
ris-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993).

Dengan konsep keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan tersebut, diharapkan pelaksa-
naan pembangunan akan mewujudkan pertum-
buhan ekonomi dan teknologi secara cepat
dan tepat, yang pada gilirannya akan mencip-
takan kesempatan kerja baru dan peningkatan
pendapatan dalam rangka meningkatkan mutu
hidup. Pemerataan kesejahteraan masyarakat
akan tercipta bila kebutuhan dasar seperti uda-
ra bersih, air bersih, pangan, sandang, papan,
kesehatan, pendidikan, dan kesempatan beru-
saha dapat terjamin. Pembangunan harus
menciptakan ketahanan nasional di mana as-
pek pertahanan, keamanan dan kesejahteraan
harus diciptakan bersama dan tidak menimbuil-
kan kesenjangan dan ketimpangan antardae-
rah.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pendaya-
gunaan sumber daya alam, sumber daya ma-
nusia dan sumber daya buatan sebagai pokok-
pokok kemakmuran rakyat perlu dilakukan se-
cara terencana, terpadu, rasional, optimal, ber-
tanggung jawab dan sesuai dengan penge-
lolaan lingkungan Indonesia. Tatanan lingku-
ngan, daya dukung lingkungan, mutu lingkung-
an, fauna dan flora kualitas tata ruang dalam
proses perencanaannya perlu diperhitungkan
dalam rangka kelestarian fungsi dan kemam-
puan lingkungan hidup bagi pembangunan
yang berkelanjutan.
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Lingkungan hidup sendiri berdasarkan Pasai 1
butir {1} Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penge-
lolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya dise-
but UULH) adalah kesatuan ruang dengan se-
mua benda, daya, keadaan, dan makhluk hi-
dup, termasuk didalamnya manusia dan peri-
lakunya, yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia set-
ta makhluk hidup lainnya. Dalam penjelasan-
nya, disebutkan bahwa lingkungan hidup yang
dimaksud merupakan sistem yang meliputi
lingkungan alam hayati, lingkungan alam non
hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan so-
sial,

Kaidah dasar yang melandasi pengelolaan
lingkungan hidup di Indonesia sebenarnya te-
lah tercakup di dalam Undang-Undang Dasar
1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 menegaskan kewajiban Negara dan tu-
gas Pemerintah untuk melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
guna kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
dan segenap umat manusia. Pemikiran dasar
tersebut dinyatakan secara jelas di dalam Pa-
sal 33 ayat (3) UUD tersebut sebagai berikut:
Bumi dan air dan kekayaan alam yang ter-
kandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemak-
muran rakyat. '

Ketentuan tersebut secara jelas mermberikan
hak penguasaan kepada Negara atas seluruh
sumber daya alam Indonesia dan memberikan
kewajiban kepada Negara untuk mengguna-
kannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Berdasarkan UULH, sumber daya dinyatakan
sebagai unsur lingkungan hidup yang terdiri
atas sumber daya manusia, sumber daya alam
hayati, sumber daya alam nonhayati, dan sum-
ber daya buatan. Dalam hal ini, ruang yang kita
tempati merupakan salah satu sumber alam
non hayati yang netral keberadaannya.

Dalam rangka pembangunan dan memperta-
hankan kehidupan, sumber daya alam ruang
perlu dimanfaatkan secara berkualitas. Sumber
daya alam adalah tidak tak terbatas, baik jum-
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fah maupun kualitasnya. Di lain pihak, kebu-
tuhan sumber daya alam semakin meningkat
sebagai akibat pertambahan penduduk serta
perubahan gaya hidup. Sejalan dengan itu,
pemanfaatan sumber daya alam secara tidak
terkontrol dapat menyebabkan kerusakan ling-
kungan dan penurunan mutu lingkungan serta
daya dukung lingkungan.

Kemajuan pesat yang telah dicapai dalam
pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup
dan kesejahteraan masyarakat selama Pelita |
hingga Pelita V ternyata diiringi cleh kemundu-
ran kemampuan sumber daya alam yang ter-
baharui sebagal penyangga kehidupan seperti
air, tanah, dan hutan, dan terkurasnya sumber
daya alam yang tidak terbaharui seperti minyak
dan mireral.

Pelaksanaan pembangunan yang semakin be-
ragam juga menghasilkan produk sampingan
seperti limbah, sampah, dan buangan baik da-
lam wujud padat, cair, maupun gas. Perlu di-
jaga agar hasil-hasil sampingan tersebut tidak
melampui daya dukung lingkungannya, dalam
hal ini kemampuan lingkungan menerima ba-
han-bahan yang mencemari lingkungan dalam
batas yang belum membahayakan ekosistem-
nya. Jika daya tampung lingkungan dilampaui,
maka struktur dan fungsi dasar ekosistem yang
menjadi penunjang kehidupan akan rusak dan
berkelanjutan fungsi lingkungan terganggu. Ke-
adaan ini akan menjadi beban sosial karena
pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah
yang harus menanggung beban pemulihannya.

Karena itulah maka sejak dini pembangunan
yang bijaksana harus dilandasi wawasan ling-
kungan sebagai sarana untuk tercapainya ke-
sejahteraan generasi sekarang dan menda-
tang. Kebijaksanaan tersebut telah digariskan
di dalam Garis Garis Haluan Negara (GBREN)
1993: "Pendayagunaan sumber daya alam se-
bagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dilaku-
kan secara terencana, rasional, optimal, ber-
tanggung jawab dan sesuai dengan kemam-
puan daya dukungnya dengan mengutamakan -
sebesar-besar kemakmuran rakyat serta mem-
perhatikan kelestarian fungsi dan keseimba-
ngan lingkungan hidup - bagi pembangunan
yang berkelanjutan. Tata ruang nasional yang
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berwawasan Nusantara dijadikan pedoman ba-
gi perencanaan pembangunan agar penataan
lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber
daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib,
efisien dan efektif."

Pada bagian lain ditegaskan bahwa: "Dalam
pembangunan berkelanjutan yang berwawas-
an lingkungan, dikembangkan pola tata ruang
yang menyerasikan tata guna lahan, air, serta
sumber daya alam lainnya dalam satu kesa-
fuan tata lingkungan yang harmonis dan dina-
mis serta ditunjang oieh pengelofaan perkem-
bangan kependudukan yang serasi. Tata ruang
perlu dikelola berdasarkan pola terpadu mela-
lui pola pendekatan wilayah dengan memper-
hatikan sifat lingkungan alam dan sosial."

Dengan landasan politik pembangunan terse-
but jelasiah dalam Pembangunan Jangka Pan-
jang Tahap i penataan ruang memgang peran-
an penting dalam upaya memadukan peman-
faatan sumber daya, terutama lahan, air, dan
sumber daya alam lainnya.

Penataan Ruang
dalam Kerangka Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Sebagaimana disebutkan di atas, tata ruang
nasional yang berWawasan Nusantara harus
dijadikan pedoman bagi perencanaan pemba-
ngunan agar penataan lingkungan hidup dan
pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya
manusia dan sumber daya buatan dapat di-
lakukan secara aman, tertib, efisien, dan efek-
tif. Aspek penataan ruang yang kini telah me-
miliki landasan hukum tengah diuji dalam pe-
laksanaan pembangunan 25 tahun Jangka
Panjang Tahap Kedua. Upaya penyelesaian
peraturan pelaksanaan dan upaya penegakan
hukum meniadi penting, terutama setelah di-
sahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang pada tanggal
13 Okiober 1992.

Falsafah dan landasan hukum yang mendasari
aspek penataan ruang tersebut sebenarnya te-
Jah terkandung di dalam jiwa serta perundang-
undangan lainnya yang dimiliki bangsa Indone-
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sia. Penjelasan umum butir (4} Undang-Un-
dang Nomor 24 Tahun 1992 menyatakan bah-
wa ruang wilayah negara merupakan sumber
daya alam yang terdiri dari berbagai ruang
wilayah yang menjadi subsistemnya. Di dalam
subsistem tersebut terdapat sumber daya ma-
nusia dengan berbagai kegiatannya, termasuk
sumber daya buatannya dan tingkat dan pe-
manfaatan ruang (kegiatan dengan teknologi-
nya) yang berbeda-beda, yang apabila tidak
ditata secara baik dapat mendorong ke arah
ketidakseimbangan pembangunan antar wila-
yah serta ketidaklestarian mutu dan kemam-
puan lingkungan hidup.

Pada awal Pelita |, penduduk Indonesia baru
berjumiah 120 juta jiwa. Tahun 1980 jumlah itu
bertambah menjadi 141 juta dan lima tahun
kemudian menjadi 164 juta. Pada saat Sensus
Penduduk tahun 1990, jumiah itu telah menca-
pai 179 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan
penduduk sebesar 1,97%/tahun. Jumlah pen-
duduk diperkirakan akan mencapai 200 juta
pada tahun 2000, dan pada akhir Pemba-
ngunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Ke-
dua (PJPT 1) 267 juta orang. Sebaran pendu-
duk dan kepadatannya secara wilayah kepu-
tauan dan Daerah Administratif adaiah fidak
merata atau seimbang.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka
permasalahannya adalah bagaimana memenu-
hi kebutuhan penduduk dalam jumlah tersebut.
Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup seca-
ra berkelanjutan dan melakukan kegiatan un-
tuk meningkatkan mutu hidup, penduduk me-
meriukan ruang hidup yang layak dan upaya
pemanfaatan sumber daya alam. Ruang dan
sumber daya alam lainnya merupakan kompo-
nen lingkungan hidup yang haris dimanfaatkan
dan dikembangkan secara terencana sehingga
dapat menunjang kegiaian pembangunan se-
cara berkelanjuian. Karena itu, upaya peman-
faatan ruang dan pelestarian kemampuan ling-
kungan hidup periu benar-benar diselenggara-
kan secara serasi, selaras, dan seimbang, dan
dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu
dan menyeluruh serta memperhitungkan ke-
berlanjutan kebutuhan generasi sekarang dan
mendatang.
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Sebagaimana disinggung di muka, tekanan
penduduk terhadap lahan semakin besar sei-
ring dengan pertambahan jumlah penduduk.
Lahan pertanian dan hutan banyak dikonversi
untuk permukiman, industri, dan pemanfaatan
lainnya. Setiap tahun diperkirakan terjadi kon-
versi seluas 900000 hektar areal hutan untuk
keperluan kegiatan pembangunan (World
Bank, 1980). Di lain pihak, dengan pertam-
bahan penduduk, maka kebutuhan akan pa-
ngan yang harus dipenuhi oleh sektor perta-
nian meningkat pula, yang berarti juga pening-
katan kebutuhan akan lahan pertanian untuk
dapat mempertahankan swasembada pangan.
Meningkatnya penggunaan lahan untuk perta-
nian dan kegiatan lainnya menyebabkan pe-
rambahan hutan dan kawasan yang dilindungi
(misalnya lereng yang curam, bantaran sungai,
dan lain sebagainya) untuk lahan pertanian.
Penggunaan lahan yang semacam itu dapat
menyebabkan penurunan mutu tanah dan
kerusakan lingkungan. Dilaporkan bahwa ke-
suburan tanah di berbagai tempat mengalami
kemunduran sebagai akibat terjadinya erosi.
Jika tidak dibenahi dan dibatasi, keadaan itu
dapat semakin menururikan mutu lingkungan.

Masalah air, terutama keberadaan, jumlah dan
mutu air tanah juga semakin memprihatinkan.
Pemakaian air tanah, terutama di kota-kota
besar dikhawatirkan sudah hampir mefampaui
kemampuan sumber air tanahnya (akuifer).
Pemakaian air yang sangat besar di samping
disebabkan oleh peningkatan jumlah pendu-
duk, juga karena semakin besarnya kegiatan
yang menggunakan air (terutama industri dan
pariwisata) dan karena perubahan gaya hidup.
Pemakaian air tanah yang melebihi kemam-
puan pemulihan akuifernya dapat menyebab-
kan penurunan muka air tanah, yang seterus-
nya dapat menyebabkan penurunan muka air
tanah itu sendiri (subsidence), dan di kota-kota
pentai menyebabkan intrusi air laut hingga jauh
ke darat. Selanjutnya, daerah hulu dan daerah
imbuh (recharge area) seringkali memiliki ma-
satah penggundulan hutan dan kerusakan fing-
kungan akibat perambahan. Akibatnya, keter-
sediaan air sepanjang tahun tidak dapat di-
pulihkan, bahkan semakin merosot mutu dan
jumlahnya seiring dengan penurunan keadaan,
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jumiah dan mutu hutan lindung. Masalah terse-
but jelas memerlukan keterpaduan dengan pe-
ngelolaan sumber daya alam lainnya.

Di sinilah pentingnya peranan penataan ruang
dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam hal ini, penataan ruang merupakan sua-
tu alat untuk memadukan pemanfaatan sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber
daya buatan dengan melihat daya dukung ling-
kungan dan mempertimbangkan konservasi
tingkungan.

Disadari bahwa ketersediaan ruang itu tidak
tak terbatas. Bila pemanfaatan ruang tidak dita-
ta dengan baik, kemungkinan besar terjadi
pemborosan pemanfaatan ruang dan penuru-
nan kualitas ruang kehidupan. Oleh karena itu,
diperiukan penataan ruang untuk mengatur
wujud struktural dan pola pemanfaatannya ber-
dasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan,
fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika ling-
kungan.

Masalahnya, seringkali timbul konflik dalam
pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan.
Keterbatasan ruang menyebabkan terjadinya
kompetisi dalam memanfaatkan ruang yang
dianggap strategis, dalam arti kaya akan sum-
ber daya alam atau menguntungkan secara
ekonomis, atau terletak pada lokasi dan jalur
komunikasi yang menguntungkan. Kompetisi
dan konflik semacam itu acapkali timbul dalam
pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian
vs permukiman, pertanian vs industri, pertam-
bangan vs kehutanan, dan lain sebagainya.
Konflik tersebut semakin beragam dan mening-
kat terus sejalan dengan pertambahan pendu-
duk dan semakin bervariasinya kegiatan pem-
bangunan. Tekanan penduduk terhadap lahan
dan ruang sangat terasa, terutama terhadap
lahan pertanian dan kawasan hutan, dan bah-
kan kawasan berfungsi lindung. Hingga saat
ini, kepentingan berbagai sektor yang meman-
faatkan ruang seringkali masih bersifat sekto-
ral, partial dan bergantung pada tingkat ke-
putusan daerah masing-masing. Masing-ma-
sing sektor dan daerah memanfaatkan ruang
sesuai dengan kebutuhannya, tanpa mengkatt-
kannya dengan kegiatan yang dilakukan sektor
dan daerah lainnya secara kesatuan tatanan
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lingkungan. Karena itu masalah pemanfaatan
ruang akan semakin memerlukan upaya keter-
paduan dalam perencanaan pemanfaatannya
secara berwawasan lingkungan.

Penataan Ruang Sebagai Piranti
Pembangunan Berkelanjutan

a. Dimensi Waktu Dalam Penataan Ruang

Rencana tata ruang disusun dengan perspektif
menuju ke keadaan pada masa depan yang
diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi,
iimu pengetahuan dan teknologi yang dapat
dipakai, serta memperhatikan keragaman wa-
wasan kegiatan setiap sektor. Perkembangan
masyarakat dan lingkungan hidup secara dina-
mis; iimu pengetahuan dan teknologi berkem-
bang seiring dengan berjalannya waktu.

Perencanaan tata ruang akan menghasilkan
rencana tata ruang untuk berbagai tingkatan
wilayah, mulai dari skala nasional sampai yang
bersifat secara rinci {rencana tapak, tata ba-
ngunan). Kita kenal Rencana Tata Ruang Wila-
yah Nasional, yang lebih dikenal dengan nama
Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata
Ruang (SNPPTR), dan merupakan kebijaksa-
naan pemerintah dalam menetapkan rencana
struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional
beserta kriteria dan pola penanganan kawasan
yang harus dilindungi, kawasan budi daya, dan
kawasan lainnya. Pada tingkatan wilayah yang
lebih rendah terdapat Rencana Tata Ruang
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat ! (lebih dike-
nal dengan nama Rencana Struktur Tata Ru-
ang Propinsi atau disingkat RSTRP) dan Ren-
cana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota-
madya Daerah Tingkat |f (dikenal sebagai Ren-
cana Umum Tata Ruang, disingkat RUTR). Di
samping itu, pada skala yang lebih detail dike-
nal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang
disusun untuk daerah-daerah cepat berkem-
bang atau strategis untuk dikembangkan.

Perencanaan tata ruang periu mengakomodasi
dinamika wilayah, baik dari segi fisik, sosial
ekonomi, maupaun kependudukan. Karena itu,
setiap rencana tata ruang memiliki jangka wak-
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tu penerapan yang berbeda-beda, sesuai de-
ngan skala wilayah dan tingkat kerinciannya.

Seiring dengan Pola Pembangunan Jangka
Panjang yang berjangka waktu 25 tahun, Ren-
cana Tata Ruang Wilayah Nasional disusun
untuk jangka wakiu yang sama dengan pers-
pektif 25 tahun ke masa depan (jangka pan-
jang). Meskipun demikian, Rencana Tata Ru-
ang Wialyah Nasional dapat ditinjau kembali
dan atau disempurnakan dalam waktu kurang
dari 25 tahun apabila terjadi perubahan kebi-
jaksanaan nasional yang mempengaruhi pe-
manfaatan ruang akibat perkembangan tekno-
logi dan keadaan yang mendasar. Peninjauan
kembali atau penyempurnaan terhadap renca-
na jangka panjang tersebut dilakukan paling

" tidak 5 tahun sekali.

Pada skala wilayah Propinsi Daerah Tingkat I,
rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu
15 tahun, sedangkan untuk skala wilayah Ka-
bupaten/Kotamadya Daerah Tingkat | rencana
tata ruangnya disusun untuk jangka waktu 10
tahun. Dengan demikian, keduanya merupa-
kan rencana jangka menengah. Sebagaimana
Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, baik
Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi maupun
Rencana Tata Ruang wilayah Kabupatern/Ko-
tamadya dapat ditinjau kembali dan atau di-
sempurnakan. Peninjauan kembali terhadap
Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi diaki-
batkan sebagai penjabaran Rencana Tata Ru-
ang wilayah Nasional, dan dilakukan paling
tidak 5 tahun sekali. Sedangkan peninjauan
kembali terhadap Rencana Tata Ruang wila-
yah Kabupaten/Kotamadya diakibatkan oleh
penjabaran Rencana Tata Ruang wilayah Pro-
pinsi dan dinamika pembangunan, dan dilaku-
kan minimal 5 tahun sekali.

Ketiga skala Rencana Tata Ruang tersebut di
atas, baik untuk wilayah Nasional, wilayah Pro-
pinsi, maupun wilayah Kabupaten/Kotamadya
dijabarkan ke dalam program pemanfaatan ru-
ang 5 tahunan sejaalan dengan Rencana Pem-
bangunan Lima Tahun. Selanjutnya, program
pemanfaatan ruang tersebut dijabarkan lagi ke
dalam kegiatan pembangunan tahunan sesuai
dengan tahun anggaran (jangka pendek). .

Jurnal PWK - 17



Dengan demikian, jelasiah bahwa penataan
ruang memiliki dimensi waktu, sehingga peru-
bahan yang terjadi akibat dinamika pemba-
ngunan dan perubahan kebijaksanaan dapat
terangkum di dalam perencanaan tata ruang,
dan tercermin di dalam perspektif untuk masa
depan, baik jangka panjang, jangka mene-
ngah, maupun jangka pendek.

b. Dimensi Manusia dalam
Penataan Ruang

Pembangunan sebenarnya merupakan konsep
yang berdimensi jamak.la memperhatikan ber-
bagai aspek yang berkaitan dengan sosial dan
ekonomi penduduk, pemanfaatan sumber daya
alam maupun pengelolaan lingkungan. Kaitan

antara faktor penduduk, lingkungan dan pem--

bangunan sesungguhnya sangat kompleks.
Faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam ber-
bagai cara dan juga tergantung pada perbe-
daan tempat, waktu, dan budaya masyarakat.

Sumber daya alam adalah modal pembangu-
nan dan mutu lingkungan merupakan bagian
dari mutu hidup yang ingin di tingkatkan seba-
gai tujuan pembangunan. Jumlah penduduk,
laju pertumbuhan dan pola persebarannya sa-
ngat mempengaruht kondisi lingkungan hidup.
Demikian pula pola, tingkat, dan jenis kegiatan
pembangunan sangat menentukan kondisi so-
sial-ekonomi penduduk dan mutu lingkungan,
Sebab itu penting artinya diupayakan agar laju
pertambahan penduduk diturunkan, perseba-
ran penduduk diseimbangkan, mutu lingku-
ngan ditingkatkan serta dipilih pola pembangu-
nan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 1 butir (9} Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1992 tentang Perkembangan Kepen-
dudukan dan Pembangunan Keluarga Se-
jahtera menyebutkan bahwa penyebaran pen-
duduk adalah upaya mengubah persebaran
penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang
dengan daya dukung dan daya tampung
fingkungan. Arahan yang ditegaskan dalam
pasal tersebut di atas dapat diupayakan pene-
rapannya melalui perencanaan tata ruang.

Jika kita mengkaji lebih dalam, produk suatu
rencana tata ruang wilayah tidak hanya pe-
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manfaatan ruang bagi berbagai jenis kegiatan
sektoral, tetapi lebih jauh lagi adalah terpadu-
nya pemanfaatan sumber daya guna mencapai
sasaran pembangunan yang sebenarnya, yak-
ni kesgjahteraan penduduk Indonasia. Dalam
hal ini, sasaran penbangunan fersebut menca-
kup peningakatan pendapatan, perfuasan ke-
sempatan kerja, pelestarian sumber daya alam
bagi generasi mendatang, dan swasembada
pangan, sandang, dan papan.

Lebih lanjut, dengan mempelajari lingkugan
alam, lingkungan sosial dan lingkungan strate-
gis yang akan dihadapi pada PJPT Il dapat
diperkirakan peluang pemanfaatan sumber da-
ya dan kendala yang harus diatasi. Baik pelu-
ang maupun kendala fersebut mengharuskan
kita untuk meningkatkan kualitas manusia da-
lam upaya penataan ruang. Dengan kualitas
manusia yang tinggi, kita akan memiliki ke-
mampuan untuk melihat nilai tambah dengan
dimensi ruang. Kita juga dapat memanfaatkan
peluang sebesar-besarmnya dan mengurangi
atau menghilangkan kerawanan yang diakibat-
kan oleh kendala yang menghambat peman-
faatan sumberdaya alam dan ruang wilayah
secara optimal. Kendisi ini mendukung tercip-
tanya suatu Ketahanan Nasional yang tang-
gul.

¢. Dimensi Wilayah dalam
Penataan Ruang

Wilayah Negara Republik Indonesia adalah
seluruh wilayah negara meliputi daratan, lautan
dan udara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk laut dan
landas kontinen di sekitarnya, di mana Repu-
blik Indonesia memiliki hak berdaulat atau
wewenang hukum sesuai dengan ketentuan
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun
1982 tentang hukum laut.

Letak wilayah Republik indonesia adalah pada
daerah khatulustiwa yang beriklim tropis. Batas
astronomisnya adalah antara 6° LU dan 11°
LS, dan antara 95° BT dan 141° BT. Indonesia
merupakan negara kepulauan, dengan 17.508
pulau besar dan kecil. Panjang pantainya men-
capai 81.000 km.
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Secara geografis, letak dan kedudukan negara
Indonesia sebagai negara kepulauan adalah
sangat strategis, baik bagi kepentingan lingku-
ngan nasional maupaun lingkungan global,
karena menempati posisi silang antara dua be-
nua dan dua samudera, dalam hal ini menghu-
_bungkan antara benua Asia dan Australia, dan
antara Samudera Indonesia dan Samudera
Pasifik. Posisinya yang terletak di wilayah kha-
tulistiwa antara dua benua dan dua samudera
dengan cuaca, musim, dan iklim fropisnya
menyebabkan Indonesia memiliki ekosistem
daratan dan lautan yang khas yang pengelo-
laannya tidak bisa dipisahkan satu dengan
yang lainnya.

Perencanaan merupakan suatu alat uniuk
memperbaiki cara pemanfaatan sumber daya
yang tersedia dalam suatu wilayah atau daerah
dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang sebesar-be-
sarnya dalam kurun waktu tertentu. Perenca-
naan tata ruang wilayah berbeda dari peren-
canaan sektoral, dan dicirikan oleh pendeka-
tannya yang menyeluruh yang bertolak dari
karakteristik geografis, demografi dan sumber
daya alam yang dimilikinya. Dengan demikian
perhatian ditujukan kepada wujud struktural
dan pola pemanfaatan ruang wilayah serta
keterkaitan wilayah perencanaan dengan wi-
layah lainnya dalam konteks kesatuan wilayah
nasional yang berwawasan Nusantara.

Perencanaan tata ruang witayah berkaitan de-
ngan upaya pemanfaatan sumber daya alam
secara efisien dan efektif, serta alokasi ruang
untuk kegiatan yang sesuai dengan daya du-
kung lingkungan alam dan daya tampung ling-
kungan binaan, dengan memperhatikan: sum-
ber daya manusia serta aspirasi masyarakat.
Singkatnya, perencanaan tata ruang wilayah
harus dilakukan dengan memperhatikan ling-
kungan alam, lingkungan buatan, lingkungan
sosial, dan interaksi antarlingkungan.

Ayat (1) dan (2) pada Pasal 14 Undang-un-

dang Nomor 24 tentang Penataan Ruang telah

pula menegaskan bahwa: "Perencanaan tata

ruang dilakukan dengan mempertimbangkan:

- keserasian, keselarasan, dan keseimbang-
an fungsi budi daya dan fungsi lindung,
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dimensi waktu, teknologi, sosial budaya,
serta fungsi pertahanan keamanan;

- aspek pengelolaan secara terpadu berbagai
sumber daya, fungsi dan estetika lingku-
ngan, serta kualitas ruang.

Perencanaan tata ruang mencakup perencana-
an struktur dan pola pemanfaaian ruang, yang
meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata
guna udara, dan tata guna sumber daya alam
lainnya."

Dengan adanya rencana tata ruang untuk se-
tiap wilayah, maka diharapkan bahwa berbagai
kegiatan yang menggunakan sumber daya da-
pat diatur alokasi penggunaan ruangnya, da-
lam hal ini penetapan kawasan lindung dan
kawasan budi daya. Maka kawasan hutan dan
kawasan yang harus dilindungi lainnya (misal-
nya untuk konservasi air) memiliki batas yang
tegas, dan tidak dapat digunakan untuk pet-
tanian, permukiman, atau kegiatan lainnya.
Dalam hal ini, diperlukan koordinasi dan saling
pengettian antar instansi sektoral. Di samping
itu, peran Pemerintah Daerah sangat besar
dalam penetapan rencana, pelaksanaan,
hingga pengendaliannya, terutama pemberian
izin.

Pada awal Pembangunan Jangka Panjang Ta-
hap Pertama, pertumbuhan ekonomi dimung-
kinkan karena pemanfaatan sumber daya alam
secara intensif, yang beriumpu pada sektor
primer (pertanian dan pertambangan). Tetapi
setelah itu telah terjadi peralihan struktur eko-
nomi ke arah sektor sekunder {industri} dan
tersier (jasa) yang semakin besar. Peralihan
tersebut mempengaruhi pola dan intensitas pe-
manfaatan sumber daya alam dan lingkungan.
Meskipun demikian, peralihan ke arah sektor
sekunder dan tersier ternyata masih terpusat di
Jawa. Di luar Jawa, sektor primer masih do-
minan, kecuali pada sejumiah lokasi yang me-
rupakan "kantong-kantong" pengembangan
industri seperti Lhokseumawe, Medan, Pekan-
baru, Batam, dan beberapa tempat lainnya.

Kebijaksanaan pembangunan yang diterapkan
selama Pelita | hingga Pelita V menyebabkan
pemusatan pertumbuhan ekonomi di pulau Ja-
wa. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya
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di luar Jawa bersifat intensif dan eksploitatif.
Akan tetapi, keuntungan yang didapat dari
pemanfaatan sumber daya tersebut lebih ba-
nyak mengalir ke pusat, bukan untuk kepen-
tingan daerah itu sendirl. Keadaan seperti itu
dapat menimbuikan ketimpangan antar daerah;
dalam hal ini, pulau Jawa dan beberapa dae-
rah lainnya tumbuh pesat, sementara bagian
terbesar Indonesia, terutama di wilayah timur
Indonesia, pembangunan dan kemajuan pere-
konomiannya sangat kecil.

Kini sudah saatnya ketimpangan pembangu-
nan tersebut mendapat porsi perhatian yang
besar. Ketimpangan tersebut tidak cukup dia-
tasi dengan pembangunan infrastruktur dan
prasarana secara acak. Keserasian pemba-
ngunan antar daerah dapat dicapai dengan
pemanfaatan sumber daya secara optimal dan
terpadu, dengan memperhatikan potensi ma-
sing-masing daerah dan kelestarian sumber
daya alam. Upaya pemanfaatan sumber daya
alam seperti itu harus dilaksanakan dalam
rangka penataan ruang, karena dengan renca-
na tata ruanglah kita dapat menetapkan
daerah-daerah yang potensial untuk dikem-
bangkan secara budi daya, dan daerah yang
harus dilindungi demi kelestarian sumber daya
dan lingkungan.

d. Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya
Alam dan Nilai Tambah

Daiam Pelita IV yang sedang berlangsung ini,
pembangunan yang pesat dibeberapa sektor,
terutama sektor industri danpertanian, sangat
berkaitan dengan tingginya kebutuhan untuk
memanfaatan ruang khususnya ruang daratan.
Sementara itu, pembangunan di sektor pertam-
bangan dan galian yang berkembang cukup
pesat, di samping dapat menyebabkan penuru-
nan muty lingkungan-hidup juga dapat mem-
percepat. proses penurunan potensi tanah,
yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ke-
giatan pembangunan di masa yang akan da-
tang.

Proses pembangunan sebagaimana disebut-
kan di atas, jika tidak diwaspadai, dapat me-
nyebabkan hasil yang justru merugikan. De-
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ngan demikian, tantangan yang dihadapi ada-
lah mengupayakan penataan ruang yang
mempertimbangkan keserasian, keselarasan
dan pemanfaatan sumber daya alam dan sum-
ber daya buatan dengan memperhatikan sum-
ber daya manusia serta pelestarian fungsi ling-
kungan hidup.

Bersamaan dengan itu, tingginya sasaran per-
tumbuhan di berbagai sektor pembangunan
mengakibatkan kebutuhan akan sumber daya
alam termasuk tanah makin meningkat. Pema-
kaian sumber daya alam dan tanah oleh suatu
sektor akan mempengaruhi kegiatan sektor
lainyang juga memerlukan tanah dan sumber
daya alam yang sama. Apabila setiap sektor
melakukan kegiatan tanpa kendali, akibatnya
akan mempercepat penurunan mutu lingkung-
an sehingga dapat berdampak negatif bagi
pembangunan di masa yang akan datang. De-
ngan demikian, tantangannya adalah menjaga
mutu lingkungan hidup agar tetap sejalan de-
ngan tingginya sasaran pertumbuhan dan mutu
kehidupan yang ingin dicapai.

Sebagaimana disinggung di muka, dengan se-
makin besarnya jumlah penduduk, maka kebu-
tuhan akan sumber daya alam meningkat puta,
khususnya lahan serta air bersih. Dengan meli-
hat keadaan yang menjadi timbul sebagai aki-
bat dari proses pembangunan, maka tantangan
dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap
Kedua adalah mengembangkan dan menge-
fektitkan penataan ruang dan pertanahan agar
terwujud penggunaan sumber daya alam dan
sumber daya buatan secara optimal dan ber-
tanggung jawab untuk mencegah penurunan
mutu lingkungan hidup.

Di samping harapan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi secara nasional maupun daerah,
pemerataan sebagai aspek kedua Trilogi Pem-
bangunan perlu mendapat perhatian yang tidak
kalah besarnya. Pertumbuhan ekonomi yang

tinggi ternyata belum menjamin kemakmuran

bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil pemba-
ngunan belum dapat dinikmati oleh seluruh
wilayah di Indonesia. Bahkan di daerah yang
telah mengalami pertumbuhan pesat pun, ha-
sil-hasilnya belum dapat dinikmati oleh seluruh
lapisan masyarakat. Hasil dari pertumbuhan
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ekonomi yang tinggi baru menguntungkan
sebagian saja dari pelaku ekonomi. Masalah-
nya sekarang adalah bagaimana mengupaya-
kan distribusi pendapatan dari aset atau sum-
ber daya strategis guna kepentingan seluruh
rakyat Indonesia.

Dari segi penataan-ruang, pemerataan keun-
tungan ini perlu diperhatikan dalam kaitannya
dengan perubahan harga tanah akibat peru-
bahan fungsi penggunaan ruang. Seringkali
masyarakat melepaskan tanahnya karena di-
perlukan untuk kegiatan pembangunan. Kea-
daan semacam itu seringkali tidak dapat dihin-
dari, demi menunjang keberhasilan pemba-
ngunan. Meskipun demikian, masyarakat yang
tanahnya mengalami konversi pemanfaatan
perlu mendapat kompensasi yang layak. Hal itu
ditegaskan dalam ayat (2) Pasal 4 Undang-
undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pena-
taan Ruang, yang menyebutkan bahwa: "Seti-
ap orang berhak untuk.. memperoleh peng-
gantian yang layak atas kondisi yang diala-
minya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan rencana
tata ruang." Yang dimaksud dengan penggan-
tian yang layak di sini adalah bahwa nilai atau
besar penggantian itu tidak mengurangi tingkat
kesejahteraan orang yang bersangkutan.

Berkaitan dengan kompensasi untuk peruba-
han penggunaan ruang, periu dijaga agar ma-
syarakat tidak dirugikan. Karena ketidaktahuan
masyarakat, seringkali mereka menerima kom-
pensasi untuk pelepasan tanahnya jauh di ba-
wah harga tanah yang berlaku. Untuk meng-
hindarinya, perlu ditetapkan prosedur konversi
peruntukan tanah. Prosedur tersebut periu me-
libatkan Departemen Keuangan yang menilai
aset yang akan dikonversi penggunaannya.
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Di samping itu, peningkatan intensitas pemba-
ngunan dan keterbatasan persediaan tanah
menyebabkan makin sulithya mendapatkan ta-
nah untuk berbagai keperluan pembangunan.
Dampaknya, seringkali terjadi perlonjakan har-
ga tanah secara tidak terkendali. Agar masya-
rakat tidak dirugtkan cleh keadaan itu, maka
pemerintah periu turun tangan dalam menye-
diakan tanah. Di sini diperlukan bank tanah,
yang dimaksudkan sebagai upaya pemerintah
menghimpun dan menyediakan tanah, yang
akan dialokasikan penggunaannya di kemudi-
an hari.

Di samping kaitan aspek pemerataan dengan
pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana
dibahas di atas, maka kaitannya dengan aspek
konservasi perlu disinggung. Upaya konservasi
perlu dikaitkan dengan pengenaan pajak yang
tinggi dalam pemanfaatan sumber daya secara
komersial. Sebagai contoh adalah pemakaian
air. Sebagaimana disinggung di muka, sumber
daya air kita semakin lama semakin mengalami
kemerosotan, baik dalam jumlah maupun mu-
tu. Maka untuk menghindari pemakaian secara
besar-besaran dan tidak terkendali, perlu dite-
rapkan tarif yang tinggi, misalnya pemakaian
air tanah untuk keperiuan industri. Juga pe-
ngambilan air oleh industri air kemasan, mi-
salnya, perlu dikenakan pajak dan tarif yang

tinggi.

. Selama ini, industri air kemasan dapat mem-

produksi dengan bahan baku yang sangat mu-
rah, sedangkan pertambahan produknya sa-
ngat tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip
pemerataan, dalam hal ini pemanfaatan sum-
ber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
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